KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK.JOOASYEAAA ((6SA-2/3 /202

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEM NOMOR: SK.39/KSDAE/SET/KSA.2/1/2020 TENTANG
RENCANA TINDAKAN MENDESAK PENYELAMATAN POPULASI
SATWA GAJAH SUMATERA PERIODE 2019-2022

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian gajah sumatera (Elephas
maximus sumatranus) di Indonesia telah diterbitkan Dokumen
Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Satwa
Gajah Sumatera Periode 2019-2022 melalui Surat Keputusan
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem Nomor SK.39/KSDAE/SET/KSA.2/1/2020 tanggal
24 Januari 2020;

b. bahwa 19 dari 21 kantong habitat gajah sumatera di Pulau
Sumatera (seluas 2.104.512,87 ha atau 43,13% dari total luas
habitat) beririsan dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian
Perizinan Berusaha (PIPPIB), sehingga sejalan dengan upaya
perlindungan habitat gajah sumatera;

c. bahwa terdapat peningkatan populasi gajah sumatera pada site
monitoring dalam rangka pencapaian target peningkatan
populasi 25 satwa terancam punah prioritas sebesar 10%
periode 2015-2019, dari baseline data tahun 2014 sebanyak
313 individu menjadi 344 individu pada tahun 2019;

d. bahwa terdapat narasi kalimat yang kontra produktif terhadap
upaya dan capaian yang telah dilakukan pemerintah dalam
konservasi gajah sumatera dan habitatnya;

e. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dalam huruf b, ¢ dan
d di atas belum termuat di dalam Dokumen Rencana Tindakan
Mendesak Penyelamatan Populasi Satwa Gajah Sumatera
Periode 2019-2022, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang
Pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor
SK.39/KSDAE/SET/KSA.2/1/2020 tentang Dokumen
Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Satwa
Gajah Sumatera Periode 2019-2022, sebelum diterbitkannya
Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera
selanjutnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor § Tahun 1994 tentang Pengesahan
United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi
PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3556);
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Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3803);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3802);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5217);

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora);

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 355/Kpts-11/2003
tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-11/2003
tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan
Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 48/Menhut-1I/2008
tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar dan
Manusia;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
Dan Ekosistem Nomor: P.8/KSDAE/SET/KSA.4/9/2016
tentang Pedoman Penentuan Penentuan Koridor Hidupan Liar
Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial;

Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
Dan Ekosistem Nomor: SK 39/KSDAE/SET/KSA.2/2020
tentang Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi
Satwa Gajah Sumatera Periode 2019-2022.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER
: DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEMBATALAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NOMOR:
SK.39/KSDAE/SET/KSA.2/1/2020 TENTANG RENCANA
TINDAKAN MENDESAK PENYELAMATAN POPULASI SATWA

GAJAH SUMATERA PERIODE 2019-2022.

KESATU . Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam Dan Ekosistem Nomor:
SK.39/KSDAE/SSET/KSA.2/1/2020 Tentang Rencana Tindakan
Mendesak Penyelamatan Populasi Satwa Gajah Sumatera Periode

2019-2022.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT . Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 4 Agustus 2021

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

3. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan;

4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE yang terkait.
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